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KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI
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Nomor : 188.4/10928/2021

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI TAHUN 2021

DOKUMEN MASTER

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukanaan Informasi Publik, perlu adanya
Klasifikasi Infomasi Publik yang Dikecualikan pada
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi;

bahwa Keputusan Direktur Nomor 188.4/9415/2021
tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik yang
Dikecualikan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.
Moewardi, tidak sesuai lagi dengan keadaan;

Infomasi Publik yang Dikecualikan pada Rumah Sakit
Umum Daerah Dr. Moewardi telah diterbitkan untuk
penerapannya;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, b dan ¢, perlu ditetapkan
Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan pada
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Tahun 2021
dengan Keputusan Direktur.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan;

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Undang — Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang informasi dan Transaksi Elektronik;

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok,
Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah
Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun
2012 tentang Pelayanan Informasi Publik
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Tengah;

11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 93 Tahun 2008
tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa
Tengah;

12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 47
tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012
tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG
DIKECUALIKAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. MOEWARDI TAHUN 2021

Mencabut Keputusan Direktur Nomor 188.4/9415/2021
tentang Penetapan Klasifikasi Infomasi Publik yang
Dikecualikan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi.

Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan pada Rumah
sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Tahun 2021 sebagaimana
terlampir.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Tanggal 11 Oktober 2021

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI
PROVINSI JAWA TENGAH
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Lampiran
Nomor
Tanggal

Tentang

: Keputusan Direktur RSUD Dr. Moewardi

: 188.4/10.928/2021
: 11 Oktober 2021

: Penetapan Klasifikasi Informasi Publik yang

leecuahkan pada

Rumah Sakit Umum

Daerah Dr. Moewardi Tahun 2021

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN TAHUN 2021

Pada hari ini Senin, 11 Oktober 2021 bertempat di RSUD Dr. Moewardi, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi
Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.

Informasi

Dasar Hukum Pengecualian

Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik

Jangka waktu

Informasi Dibuka Ditutup
1. |Informasi tentang dugaan | a. Undang-Undang Nomor 14 | Masyarakat enggan | Mendorong 1 (satu) tahun atau jika
praktek korupsi yang | Tahun 2008 tentang | berpartisipasi untuk | partisipasi telah dibuka dalam
meliputi identitas pelapor | Keterbukaan Informasi | mengawasi dan | masyarakat untuk | proses pengadilan
kronologi, dan atau objek | Publik, Pasal 17 huruf a |melaporkan dugaan | mengawasi dan | (sesuai Peraturan
aduan. angka 2 yang berbunyi : |praktek KKN. melaporkan dugaan | Komisi Informasi
Setiap Badan Publik wajib praktek KKN. Nomor 1 Tahun 2017
membuka akses bagi setiap tentang
Pemohon Informasi Publik Pengklasifikasian
untuk mendapatkan Informasi Publik, Pasal
Informasi Publik, kecuali 8).

Informasi Publik yang apabila
dibuka dan diberikan kepada

Pemohon Informasi Publik
dapat menghambat proses
penegakan  hukum, yaitu




informasi yang dapat

mengungkapkan identitas
informan, pelapor, saksi,
dan/atau korban yang

mengetahui adanya tindak
pidana

b. Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, Pasal 15 huruf a

yang Dberbunyi : Komisi
Pemberantasan Korupsi
berkewajiban memberikan
perlindungan terhadap saksi
atau pelapor yang
menyampaikan laporan
ataupun memberikan
keterangan mengenai

terjadinya  tindak  pidana
korupsi.

Informasi tentang hasil

pemeriksaan
COVID-19 di
Moewardi

diagnostik
RSUD Dr.

a. Undang - undang
Nomor 29 Tahun 2004
tentang Praktik

Kedokteran pasal 47
ayat (1) dan (2);

b. Undang - undang
Nomor 14 Tahun 2008
tentang KIP pasal 17
huruf a angka 2;

Menimbulkan
keresahan
masyarakat,

Mendorong

masyarakat untuk
memeriksakan diri
dan  memberikan
keterangan secara
jujur mengenai
kondisinya.

1 (satu)
sampai
berakhir.

tahun atau
pandemi




c. Undang - undang
Nomor 36 tahun 2009
tentang kesehatan pasal
By

d. Undang - undang
Nomor 44 Tahun 2009
tentang Rumah Sakit
Pasal 38;

e. Undang - undang
Nomor 36 tahun 2014
tentang tenaga
kesehatan.

DIREKTUR
RUMAH SAKIT-UMUM DAERAH DR. MOEWARDI

' J_ e ,. ’ . M_:—.\f:i\

S Y
405+ |CAHYONO HADI




